Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam
situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,
penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan
bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarkat, pemerintah dan
negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus

demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan
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kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas,
berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhak yang baik dan menjunjung
nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari
janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik
tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan
kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

a. Nondiskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu
peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

hak-hak anak sebagai berikut:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
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Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan (Pasal 5).

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdsan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua (Pasal 6).

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak
dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar
maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak
angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai minat dan
bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh
pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan (Pasal 10).

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memamfaatkan waktu luang,

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai
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dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
(Pasal 11).

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana
pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan
dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan
perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk
perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan
ituadalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan
terakhir (Pasal 14).

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan
dalam kegiatan politik; pelatihan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam
kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan ( Pasal 15).

. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak
berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan,
penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai
dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya

terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].
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n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk menapatkan
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang
dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan
memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi
korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum
berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].

0. Setiap anak yang menjafi korban atau pelaku tindak pidan berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

p. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru;
mencintai keluarga; masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air;
bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam suatu lalulintas, kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan
kepentingan manusia, sehingga hukm memiliki ortoritas tertinggi untuk

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.'*

" Ibid, him. 69.
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Menurut Satijipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap
hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak diberikan oleh

hukum.*®

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai
tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif .*® Perlindungan
hukum yang preventif bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.*’

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir
seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena
itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Pengaturan perlindungan korban
belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku
pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan
abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak
pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah
ada perlindungan in abstracto seacara langsung terhadap kepentingan hukum dan

hak asasi korban.

** Ibid, him. 54.

'® pjillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilimu,
1987. him. 2.

YMaria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat
Lokal dalam Presfektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Universitas Brawijaya, 2010. him. 18.
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Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum
mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena realitas di Indonesia
menunjukkan hukum vyang berlaku secara pasti belum mampu menjamin
kepastian dan rasa keadilan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana
perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Adapun
penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan
menjadi:

1. Dampak secara fisik

2. Dampak secara mental

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perkosaan tersebut
terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara
kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam Pasal 81
Ayat (1).

b. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara
apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan menipu dan
sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur
dalam Pasal 82.

c. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara
apapun misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imingi anak

untuk di ajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2).
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d. Melarang atau memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat

menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain di atur dalam Pasal 88.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 64 Ayat (3) yang dasarnya memuat tentang segaala upaya yang diberikan

pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana

meliputi:

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;

b. Upaya perlindungan dari identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi;

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,
mental, maupun sosial;

d. Pemberian  aksesbilitas untuk  mendapatkan informasi  mengenai
perkembangan perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi

tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu

aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas

perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama

dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan

setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh

karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama

dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk

kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang

memamfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.
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B. Anak Sebagai Korban Perkosaan

Beberapa batasan umur sebagai pengertian mengenai anak menurut peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan

sebagai anak sebagai berikut:

1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan
sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 Angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai
batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 5 Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuka
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum
berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan, Menurut Pasal tersebut diatas bahwa yang dikategorikan sebagai
anak ialah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sampai

dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus

dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai
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manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Kovensi PBB tentang Hak-Hak
anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan

kebebasan.
C. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana yaitu Strafbaar feit yang
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana atau
perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan
dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan

(Wirjono Prodjodikoro, 1989:55).

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan
tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai
kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.®

** Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
2001. him. 14.
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Jenis-jenis tindak piadana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar

tertentu antara lain:

a.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara
lain kejahatan yang dimuat dalam Buku Il dan Pelanggaran yang dimut dalam
Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”
bukan hanya merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam
perundang-undangan secara keseluruhan.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil
(Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak
pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362
tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada
menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara
lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan
sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat
dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan
matinya seseorang , contohnya diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
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diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak
pidana positif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak
murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa
perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552
KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara aktif atau tindak
pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak
berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya

sehingga anak tersebut meninggal .*®

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri
dari tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materil,

tindak pidana sengaja dan tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan pasif.

2. Pengertian Perkosaan

Perkosaan (rape) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (violence),
sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional, dan
hal-hal yang sangat menakutkan pada korban, perkosaan adalah suatu proses
hubungan intim layaknya seperti suami istri yang tidak dikehendaki diluar
perkawinan, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik
fisik maupun mental. Perbuatan perkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak

baik karena:

¥ Ipid, him. 25-27.
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a. Bertentangan dengan moral dan nilai agama.
b. Membuat perempuan sakit,

c. Melanggar hak asasi manusia.

Perkosaan salah satu dari tindak pidana seksual, jika ditinjau dari bentuk
perkosaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Perkosaan orang yang tidak dikenal (stranger tape)

Perkosaan oleh teman kencan atau pacar (date rape)

Perkosaaan orang yang dikenal (acquaintance rape)

Perkosaan oleh pasangan perkawinan (marital rape)

Pelecehan seksual (sexual harassment)

Perkosaan oleh atasan ditempat kerja (office rape)

Perkosaaan perkawinan atau hubungan seksual sedarah (incest)®

@moao0 o

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini
muncul banyak penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan
persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi
target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran
manusia) dapat menjadi target dari perkosaan sebagai berikut:
a. Perbuatan tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin dalam vagina),
akan tetapi juga:
1. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam
vagina atau mulut wanita
b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga

dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.

2% Sumber : Jurnal Perempuan Edisi 50, Mei 2007 Op.Cit. HIm 3



29

c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak
berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita
yang tidak setuju (diluar kehendaknaya), tetapi juga terhadap wanita yang
memberikan persetujuan, karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau

kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur.**

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumya di atur dalam

Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata hanya

mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

1. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.

2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” artinya melakukan kekuatan
badan, dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan
membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

3. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang
artinya wanita bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar

ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki.

Perkosaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh
dengan anak dibawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang

menyebutkan:

* Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997. him. 67.
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a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak dengan melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain.

Unsur-unsur perkosaan jika diperhatiakan pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) adalah

sebagai berikut:

a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.

b. Dengan sengaja, berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus).

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya
diperlukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

d. Memaksa anak melakukan persetubuhannya dengan orang lain, yang berarti
ada sutau pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan
anak (korban).

e. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dengan melakukan
persetubuhannya dengannya atau dengan orang lan, yang berarti bahwa
perbutan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk

dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Jenis-jenis perkosaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Sadistic rape
Perkosaan Sadistic, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu

dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati
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kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui
serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

b. Angea rape
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk
menyatakan dan melampiaskan persaan geram dan marah yang tertahan.

c. Dononation rape
Yakni suatu perkosaan yang terjadi seketikaa pelaku mencoba untuk gigih,
atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban.

d. Seduktive rape
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang meragsang, yang
tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa
keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenjanggan. Pelaku
pada umumya mempunyai keyakianan membutuhkan paksaan, oleh karena
tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim Precipitatied rape
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban
sebagai pencetusnnya.

f.  Exploitation rape
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan
hubungan seksual yng diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan
yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara

ekonomis dan sosial.??

? Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,
Bandung: Refika Aditama, 2001. him. 6.
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D. Perlindungan Korban

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan
perlindungan yang diberikan oleh negara, baik fisik maupun psikis. Jaminan
perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam
bidang hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang
menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak

ada kecualinya.

Kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana berkaitan dengan peranan serta
hak dan kewajiban saksi dan korban dalam terjadinya kejahatan sebagai tindak
pidana. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi
dasar diperhatikannya kedudukan saksi danatau korban dalam tindak pidana
sebagai berikut:

a. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan dan
kesejahteraan yang bersangkutan sendiri.

b. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan
acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka
yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi dan korban.

c. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, mamfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin

dalam peraturan hukum pidana koloni.
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Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena
kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya
penyimpangan dan tindak pidana dengan sengaja oleh masyarakat.

Adanya peningkatan kejahatan internasional yang juga menimbulkan saksi
dan/atau korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan
mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.

Adanya pencerminan dan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya
saksi dan korban dalam undang-undang hukum pidana dan acara pidana
mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana.

Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-
manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara
pidana, hal itu antara lain dirasakan dalam proses peradilan penyelesaian
masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat saksi dan korban yang sedikit
banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-
sama tidak berhadapan secara langsung atau sama lain. Melainkan saksi dan
korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi
kepentingan umum/penguasa. Saksi dan/atau korban tidak mempunyai arti
lagi karena diabstrakan. Hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai
saksi jika diperlukan dan sebagai alat bukti.

Masih berlakunya pandangan, bahwa saksi dan/atau korban ingin
mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh
jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum perdata dan tidak dapat
diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang

tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk
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kelanjutan hidupnya dengan segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan
oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi

keadilan dan kesejahteraan rakyat.®

Pasal 37 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan
maupun cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak
memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf a
atau huruf d sehingga saksi dan korban tidak memberikan kesaksian pada
tahap pemeriksaan tungkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan dipidana denda paling
sedikit empat puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah.

(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban
dipidana penjara tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit delapan puluh
juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.

(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama
seumur hidup dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan

paling banyak lima ratus juta rupiah.

2 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Pressindo. him. 12-13.
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Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, menyatakan bahwa seseorang saksi dan korban berhak:

a.

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
akan, sedang, atau telah diberikannya.

Ikut serta dalam memilih dan menentukkan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan.

Memberi keterangan tanpa tekanan.

Mendapat penerjemah.

Bebas dari pernyataan yang menjerat.

Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.

Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

Mendapat identitas baru.

Mendapat tempat kediaman baru.

Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Mendapat nasihat hukum; dan/atau

. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan berakhir.

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban menyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1)

diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu

sesuai dengan keputusan LPSK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban pada prinsipnya melindungi saksi dan korban,
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perlindungan terhadap korban kejahatan dibutuhkan banyak keterlibatan para
pihak, para pihak disini dapat juga institusi pemerintah yang memang ditugaskan
sebagai suatu lembaga yang menangani korban kejahatan, dapat juga masyarakat
luas, khususnya ketertiban masyarakat disini adalah peran serta untuk turut
membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi korban di mana korban

bertempat tinggal.



